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BUPATI BANGmu LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR (3 TAHUN 2015

TENTANG

DI KABUPATEN BA GGAf

DENGAN RAHMAT TUHAKN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,
bahwa untuk melaksi;kan ketentuan Pasal 42 ayat (1)

Peraturan Menteri Dals Negeﬁ Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah denigan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun2012, mdka tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, maka
Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 36 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Mibah Dalam  Bentuk  Uang untuk  Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Laut perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan At:as Peraturan Bupati Banggai Laut
Nomor 36 Tahun 2013 teritang Tata Cara Pemberian
dan Pertanggungjawdban Hibah untuk Organisasi
Kemasyarakatan di Kabuipaten Benggai Laut;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negaxa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomot 4286),
Undang-Undang Nomor 15 Tabhnin 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Targgung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Talun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomot 4400);



Mdnetapkan

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah: (Lembddan Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembarahi Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor!5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai laut di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5398};

5. Undang-Undang Nomior 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran WNegara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran WNegara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan L¢mbaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Négara Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4577);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Tahun 2005 Nomor 104, Tarhbahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atds Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 43 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Banggai Laut Tahun Anggatan 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 Nomor 11 1);

MEWTUSKAN
PERATURAN BUPATI mmmp PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ;BANGGM LAUT NOMOR 36
TAHUN 2013 TENTANG| TATA ICARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN  HIBAH | DALAM BENTUK UANG
UNTUK ORGANISASI IMASYARMKATAN DI KABUPATEN
BANGGAI LAUT. : '




Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Hibah dalam Bentuk Uang untuk Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Laut, diubah sebagai
berikut :

1. Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 11
dit}bah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Permintaan Daerah yang memimpin

pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Banggai Laut.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banggai Laut.

5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi
Umum Sekretariat Daerah.

6. Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan
Perekonomian adalah Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat dan Perekonomian Sekretariat Daerah.

7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah,
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten
Banggai Laut.

8. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Banggai
Laut.

9. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten Banggai Laut.

10. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

11.Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah Bagian
Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten
Banggai Laut. i

12. Keuangan daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah
dalam rangka penyekf:nggamn Pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan
Kewajiban Daerah tersebut. i

13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan keglatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan Daerah. :

ca
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14. Anggaran Pendapatan: dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan
Pemerintah Daerah Kapupaten Banggai Laut yang dibahas
dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, serta
ditetapkan dengan Perdturan Daerah.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat
SKPD adalah SKPD pada limgkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai Laut selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

16.Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah, selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Pemarmtah Daerah Kabupatcn
Banggai Laut selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan
Daerah. '

17.Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang
dibutuhkan secara terlis menerus dan harus dialokasikan
oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap Bulan dalam Tahun Anggaran yang
bersangkutan seperti lj)elanja. Pegawai, belanja Barang dan
Jasa.

18.Belanja yang bersﬁht wajibi adalah belanja untuk
terjaminnya kelansingan  pemenuhan pendanaan
pelayanan Dasar ma arakat aptara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau . melaksahakan kewajiban kepada
pihak ketiga.

19. Hibah adalah pembehan Upang/ Barang atau Jasa dari
Pemerintgh Daerah kppada P'bh!:ermtah atau Pemerintah
Daerah lainnya, Perusahaan Daerah Masyarakat dan
Organisasi Kemasyareﬁkatan yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukasnya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak éecara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang pényelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah. '

20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat
NPHD, adalah Naskalh Perjanjiam Hibah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
Pemerintah Daerah dat Penerirna Hibah.

21.Organisasi Kemasyatakatan adalah Organisasi yang
dibentuk oleh Anggotal Masyarakat Warga Negara Republik
Indonesia secara sukdrela atas dasar kesamaan kegiatan,
profesi, fungsi, agama tlan kepencayaan kepada Tuhan Yang

+Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan
dalam rangka mencapm tujuan Nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Repubhk Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.



2. Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Permohonan bantuan dana yang telah disetujui oleh
Bupati, selanjutnya diﬁrekapitulasi oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan jdan Asset Daerah.

(2) Dari hasil rekapitulasi isebagairhama dimaksud pada ayat (1)
dijadikan pedoman untuk mekikukan pengklasifikasikan
mengenai tempat Organhisasi Kerhasyarakatan itu terbentuk.

(3) Dari hasil perangkingan sebaghitnana dimaksud pada ayat
(2), dijadikan dasar uhtuk mehentukan besarnya bantuan
dana keuangan yang akan diberikan pada setiap Organisasi
Kemasyarakatan.

Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 10
(1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dalam
bentuk uang untuk kepentingan organisasi

kemasyarakatan.

(2) Penganggaran hibah dalam. bentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan dari organisasi
kemasyarakatan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Proposal usulan hibah: harus ditandatangani oleh pengusul
atau pemohon dan dibbubuhi tanda tangan oleh ketua dan
sekretaris organisasi. kemasyarakatan serta dibubuhi
stempel organisasi.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Umum dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah untuk dilakukan

* disposisi.

(5) Proposal yang telah didisposisi oleh Bupati sebagaimana
dimaksud ayat (4), oleh Bagian Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah selanjutnya didistribusikan kepada
Bagian Kesejahteraan: Rakyat Sekretariat Daerah untuk
dilakukan verifikasi. .

(6) Proposal yang telah selesai diverifikasi oleh Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (b), selanjutnya diajukan ke DPPKAD
untuk dialokasikan dana melalui DPA-DPPKAD.

Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : °

Pasal 11 B

(1) Verifikasi dari Bagiam Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
hibah dalam rancangab KUA dan PPAS. .

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi angghran hibah dalam bentuk uang.



5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12a

(1) Hibah berupa uang selbagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan
rincian objek belanja hibah kepatia PPKD.

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pemerintah Daerah;
b. pemerintah Daerah lainnya;
c. perusahaan Daerah; dan
d. organisasi Kemasyarakatan.

6. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
sebagat berikut :

Pasal 13

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang untuk organisasi
kemahasiswaan berdaSarkan atas DPA-DPPKAD.

(2} Setiap pemberian hibeihumuk Organisasi Kemasyarakatan
dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama
antara Bupati dan Penerima Hibah.

(3) DPPKAD Kabupaten ' Banggai Laut mengkoordinasikan
penyusunan NPHD dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebelum NPHD
ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi
perjanjianhibah yang mengikat kedua belah pihak.

{S) Perjanjian hibah sebdgaimana dimaksud pada ayat (4),
sekurang-kurangnya memuat:

a. pemberian dan penerimaan hibah;

tujuan pemberian hibah;

besaran/rincian perigguna hibah yang akan diterima;

hak dan kewajiban;

tata cara penyalurgn hibah, dan tata cara pelaporan

hibah. P

(6) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang
untuk menandatangani NPHD.

(7) Pejabat sebagaimana idimaksud pada ayat (6), Sekretans
Daerah dan Asisten Ad’rmmstrasa Umum.

o Q0o



(6)

Pasal 14 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) NPHD sebelum ditandatangani oleh Bupati, terlebih
dahulu dibubuhi pargf yang dilakukan secera berjenjang
*mulai dari Kepala DPPKAD, Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan $ekretariat Daerah.

(2) Khusus penerima hidtah membubuhi paraf pada setiap
lembar halaman NPHD!

(3) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah,
maka NPHD dibubuhi paraf sesuai dengan ketentuan
ayat (1).

(4) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah,
maka NPHD dibubuhii paraf oléh Kepala DPPKAD, Kepala
Bagian Hukum dan Perundatg-undangan dan Asisten
Administrasi Umum.

(5) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Asisten Administrasi
Umum, maka NPHD dibubuhi paraf oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah untuk
Organisasi Kemasyarakatan beserta besaran uang yang
akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Bupati tentang APBD.

{2) DPPKAD menyusun draf Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1) dan menkoordinasikannya dengan
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretarlat
Daerah sebelum ditandatangani aleh Bupati.

(3) Daftar penerima h1ﬁah seb\%axmana dimaksud pada
ayat (1), merjadi dasar penyaluiriin / penyerahan hibah.

(4} Penyaluran/ penyerah hibah kepada penerima hibah
dilakukan setelah NP d1tandatangam .

(5) Pencairan hibah uiptuk Otganisasi Kemasyarakatan
dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
yaitu pemindahbukudn dari rekening kas Daerah ke
rekening penerima hibah.

Pasal 16 ayat (2), ayat 5(3) dan ayat (4) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 i
(1) Bupati menetapkan Kef:utusan Bupati tentang organisasi
kemasyarakatan yang dkan memjperoleh hibah serta jumlah

hibah yang akan dlbenkan kepada setiap organisasi
kemasyarakatan.



(2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan  pengusulan dari Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangah dan Asset Daerah Kabupaten
Banggai lLaut sesuai dengan tempat terbentuknya
organisasi Kemasyarakatan tersebut.

(3) Pengusulan dari Dinas Pendapetan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), berdasarkan pagu APBD Tahun
berjalan.

(4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menjadi dasar pembabraran oléh bendahara pengeluaran
dana hibah pada Dina$ Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Laut.

(7) Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 17

(1) Organisasi Kemasyargkatan yamg telah menerima hibah
dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Bupadti melalui DPPKAD dengan
tembusan Bagian Kes%:hteraan‘ﬂaakyat Sekretariat Daerah.

(2) Laporan pertanggungjawaban' seébagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibuat secbra tertulis dengan menggunakan
bahasa Indonesia ¥yang mudah dimengerti, serta
ditandatangani oleh ‘ketua dan bendahara Organisasi
Kemasyarakatan.

(8) Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2} diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

3

Pasal 21

(1) Penyerahan hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang
dilakukan secara berulang per-bulanan tertentu, maka
laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan terlebih
dahulu kepada Bup#ti melalii kepala DPPKAD/BUD,
sebelum mengajukan pencairan berikutnya.

(2) Apabila pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b
belum disampaikan oleh penerima hibah, maka

» pencairannya tahap berikutnya tidak dapat diproses oleh
Kepala DPPKAD/BUD.

(9) Pasal 23 diubah, sehinggajberbunyi sebagai berikut :

Pasal 23
Kepala Dinas DPPKAD Kabupatem Banggai Laut rnenyampalka,n
laporan kegiatan pcmbcban hibah kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah dehgan tembusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut.




(10)Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (6) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 28
(1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian hibah
dalam bentuk uang untuk organisasi kemasyarakatan
Bupati dapat memberituk Tim verifikasi bantuan untuk
organisasi.
(2) Tim Verifikasi bantuan untuk organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimakud jpada ayat (1), terdiri dari :
a. sekretaris daerah;
, . b. asisten pemerintahah, kesra dan perekonomian;
: c. DPPKAD;
d..bagian kesejahteraan rakyat; dan
e. bagian hukum dan perundang-undangan.
(3} Tugas Tim Verifikasi sebagaithana dimaksud pada ayat (2),
adalah :
a. melakukan sosialisasi Kepada Masyarakat/Mahasiswa
atas Pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah; j
b. melakukan vertfikasi terhadap organisasi '
kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut; i
C. melakukan klasifikasi terhadap organisasi

kemasyarakatan yang bermohon untuk memperoleh
bantuanl; ‘

d. melakukan perangkingan terhadap organisasi !
C kemasyarakatan yang bermohon untuk memperoleh |\
bantuan,; \

*e. melakukan rekapitulasi terhadap -organisasi >
kemasyarakatan yarig memperoleh bantuan hibah;

-f. memberikan pertimbangan kepada TPAD mengenai
organisasi kemasy#rakatan yang akan memperoleh
bantuan dana hibah; dan X

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. —

(4) Pembentukan, tugas dan pembiayaan Tim Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengap
Keputusan Bupati. ' |

(5) Untuk mendukung pelaksanaantugas Tim Verifikasi dapgt
dibentuk Sekretariat.

(6) Sekretariat sebagaimaha dimaksud pada ayat (5), berada
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. '

(7) Pembentukan tugas dan  pembiayaan Sekretariziit
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.




" Pasal II
v Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan 'Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banggai Laut.
Ditetapkan di Banggai
pada tanggal & ApviL 2015
Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,
MOHAMAD HIDAYAT
iDﬁundangkan di Banggai
Epﬁda tanggal © Aprit 2015
® | SEKRETARIS DAERAH
ABUPATEN BANGGAI LAUT,
. | [#m'm DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR |3
o .
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